
Menimbang a. bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan 
dalam. rangka peningkatan kinerja Perusahaan 
Daerah Air Mirrurn Ti.rta Anoa Kota Kendari agar 
menjadi lebih efektif, efisien dan produktif 
sehingga mampu memberikan pelaya.na.n kepada 
masyarakat secara berkesinambungan guna 
memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sehat 
demi kelangsungan hidup dan pemajuan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa permasalahan teknis, manajemen, dan 
sumberdaya yang dialami oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari perlu 
diselesaikan melalui perubahan status badan 
hukum dari perusahaa.n daerah menjacli 
perusahaan um.um daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari sudah tidak sesuai lagi denga.n. 
perkembanga.n hukum serta kondisi yang ada 
sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertinlbanga.n sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perusahaan. Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari; 

WALT KOTA KENDART, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUMTIRTA 

ANOA KOTA KENDARI 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

WALi KOT.L\ KENDARI 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalab Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pela.ksanaan urusan pemerintab.an yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

PERATURi\N DAERAH TE_NTANG PERUSAHAAN UMUM 

DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARl. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI-1 KOTA KENDART 

dan 
WALI KOTA KENDARI 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tab.un 1995 tentang 
Pembentu.kan Kota Madya Daerab. Tingkat 11 
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 44, Tarn.bah.an Lernbaran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'fambahan 
Lembaran Negara Repubtik IndonesiaNomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undan.g-Undang Nomor 1 Tab.un 2022 
ten tang Hu bungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan. Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tab.un 2022 Nomor 
4, Tambab.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

Mengingat 



roaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 

8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan 
Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan 
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk 
memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 

9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat 
UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan 
kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan 
Pengawas dananggota Direksi. 

10. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki 
fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, 
mempirnyai hsensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan 
untuk menjalan.kan protest, mempunyai reputasi baik, 
untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon 
anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi 
yang ditetapkan oleh Wali Kota. 

tujuan 
dalam 

atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan 
Perumda serta mewakili Perumda baik di 

3. Walt Kota adalah Wali Kota Kendari. 

4. Kuasa Pemilfk Modal yang se]anjutnya disingkat KPM 

adalah. Wall Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam. 
kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada 
perusahaan umum daerah air minum dan merupakan 
organ perusahaan umum daerah air minum yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 
daerah air min.um dan memegang segala kewenangan 
yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan 
pengawas. 

5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak 
di bidang pelayanan air minum. 

6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalan.kan kegiatan pengurusan 
Perumda. 

7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab 



Pasal 3 
Perusabaan umurn daerah sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 2 diberi na.ma Perueah aan Umum Daerah Air Minum 
Tirta Arica Kota Kendari yang selanjutnya discbut Perumda 
Afr Mirrurn Ttrra Anoa Kota Kendari. 

PasaJ 2 
Pcrusahaan Daerah Air Minum Tirta An.oa Kota Kendari 
yang clibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Perusahaan Daerah Air Mirrum Tirta Anoa Kota 
Kendari, cliubah bentuk badan hukumnya menjadi 
perusahaan urnum daerah. 

BAB n 
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG, 

DANTEMPAT KEDUDUKAN 

1 l. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang 

yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota 

Dewan Pengawasdan mengikuti proses penjaringan. 
12. Bakal Calon Anggota Direk.si adalah seseorang yang 

dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi d.an 
mengikuti proses penjaringan. 

13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon 
Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK. 

14. Calon Anggota Direksi adalah Bakal CaJon Anggota 
Direksi yang telah mengikuti UKK. 

15. Panitia Seleksi adalab panitia yang diberrtuk untuk 
melakukan seleksi Ba.kal Calon Anggota Dewan Pengawas 
dan Sakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan 
oleh KPM. 

16. Bad.an Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dieingkat 
BUMD adalah bad.an usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh Daerah. 

] 7. Peraturan W a1i Kota adalah Peraturan W ali Kota Kendari. 



Pasal 7 
Tujuari pembentukan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendarimeliputi: 
a. memberikan pelayanan air .minum; 

b. mendorong pertumbuban perekonomian Daerah; dan 
c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan 

asliDaerah. 

BAB ITT 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 6 
Mak.sud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari sebagai penyesuaian terhadap peraturan pcrundang- 
undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja 
Perumda. agar menjadi lebih efektif, efiaien , dan produktii. 

Pasal 5 
(I) Perumda Air Min.um Ttrta, Anoa Kota Kendari 

berkedudukan di Daerah. 
(2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

membentuk anak perusa.haan. 
(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dim.aksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat 
persetujuandari .KPM. 

Pasal 4 
(11 Derigan Peraturan Daerah Irri di.tetapkan lam bang Perumda 

AirMinum Tirta Anoa Kota Kendari. 
(2) Lambarig dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Anoa 

Kota Kendari sebagaima.na dim.aksud pada ayat (1) 

tercarrtum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratu'ran Daerah rni. 



BABVl 

ORGAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 11 

(1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda. 

BABV 
MODAL 

Pasal 10 

(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari 
merupakan kekayaan Daerah yang clipisahkan dan tidak 
terbagi atas saham. 

(2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Keridari 
adalah sebesar Rp.128.458.378.892.- (seratus dua puluh 
delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga 
ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rarus sembilan 
puluh dua rupiah). 

f3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkari 
adalah sebesar kekayaan Pemerintah Daerah yang 
dipisahkan. 

Pasal 9 
Perumda Air Minum Tirta Anoa Kora Kendari didirikan untuk 
jangka waktu tidak terbatas. 

BAB IV 
K.EGlATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDJRIAN 

Pasal 8 
Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anoa Kot.a Kendari 
meliputi: 
a. penyediaan air minum urrtuk kebutuhan masyarakat dan 

dunia usaha; 
b.penyecliaan air minum dalam kemasan;dan 
c. pengembangan usaha lainnya. 



Pasal 14 
(1) Organ Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) melakukan rapat dalam pengembangan usaha 
Perumda Air Minwn Tirta Anoa Kota Kendari. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air 

MinumTirta Anoa Kota Kendari; dan 
c. rapat luar biasa. 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 13 
KPM tidak bertanggung j awab a.tas kerugian Perumda jika 
dapatmembuktikan: 
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung 

maupuntidak langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan.oleh Perumda; dan/atau 
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak 

langsung menggunakan kekayaan Perumda secara 
melawan hukum. 

Pasal 12 
Setiap orang dalam pengurusan Perumda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang memiliki 
hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis 
lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk 
hubungan yang timbul karena perkawinan. 

(2) Organ Perumda sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercliri atas: 

a.KPM; 

b.Dewan Pengawas; dan 

c.Direksi. 



(1] Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagairnana d:imaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh parntia seleksi. 

Pasal 16 

(4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur 
independen dan unsur lainnya scsuai derigan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Unsur independen sebagaimana climaksud pada ayat (4) 

terdiri atas: 

a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain atau anggota 
Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari yang telah menyelesaikan masajabatannya; 

b. pen siurran pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari; 

c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari; atau 

d. eksternal Pcrumda Air Minum 1'irta Anoa Kota Kendari 
selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c. 

(6) Unsur lainnya sebagairoana dimaksud pada ayat (4) dapat 
terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat 
Pemerintah Daerab yang tidak bertugas melaksanakan 
pelayanan publik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan anggota 
Dewan Pengawas sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

fl) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 
(2) Proses perniliban anggota Dewan Pengawas dilakukan 

melalui seleksi. 
(3) Seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikitmelalui tahapan: 
a. seleksi administrasi; 
h. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

Bagian Ketiga 

Dewan Pengawas 

Pasal 15 



a. sehat jasmani dan rohani; 
b. meroiliki keahlian, integritas, kepemim.pinan, pengalrunan, 

jujur, perilaku yang balk, dan dedikasi yang tinggi. untuk 
m.emajukan dan mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d, memaham.i manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salahsatu fungsi manajemen; 
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 
f. berijazah paling rendab S-1 {strata satu); 

Pasal 18 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, calon anggota 
Dewan Pcngawas harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

Pasal 17 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) paling ban yak sama dengan jumlah Direksi 
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 

(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan 
Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. 

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaku.kan 
berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, 
pengawasan, dsm pembiayaan bagi keperrtingan Perumda 
Air Mirium Tirta Anoa Kota Kendari. 

(2) Panitia seleksi sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) 
berju.mlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: 
a. perangkat daerah; dan 
b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. 

(3) Parutia seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
ditetapkanoleh Wali Kota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pariitia seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dala.m. 
Peratu.ran Wali Kota. 



Pasal 19 
[l) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 

paling lama 4 (em pat} tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 (satu) kali masajabatan. 

(2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir jika: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakb.ir; dan/atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu . 

(3) Dal.am hal jabatan a.nggota Dewan Pengawas berakhir 
karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) buruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai 
atasan pemberhentian. 

[4) Pemberhentian ariggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data 
dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota 
Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas, 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang 

undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada Perurnda, Negara, 
dan/atau Daerah; 

d. di.nyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan dirt; 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat 
mendaftar pertama kali; 

'h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha 
yang dipimpin dinyatakan pailit; 

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala 

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon 
anggota legislatif. 



b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

[3) Ketentuan m.engenai penghasilan anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Wali Kota dengan herpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

a. honorarium; 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J) paling banyak terdiri atas: 

Pasal 21 
(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 

KPM. 

(1) Dewan Pengawas berlugas: 
a. melakukan -pengawasan terhadap Perumda Air Minum 

Tirta Anoa Kota Kendari; dan 
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan pengurusan Perurnda Air Mirrurn 
Tirta Anoa Kota Kendari. 

(2) Dewan Pengawas wajib: 
a. melaporkan basil pengawasan kepada KPM; da:n 
b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

[3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari dilaksanakan sesua.i dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 
Dewan Pengawas sesuai dengan keterrtu an peraturan 

perundang- undangan; dan/ atau 
g. tidak terpilih Iagi dalam hal adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, 
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum 
Tirta Anoa Kota Kendari. 



Pasal 23 
(1) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi. 
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

berjumlahganjil dan paling sedikit beranggotakan 
a. perangkat daerah; dan 
b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkanoleh Wali Kota. 

(4) Ketentuan lebih. lanjut mengenai panitia seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Wali Kota. 

Pasal 22 

(1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM. 

(2) Proses pemiliban anggota Direksi dilakukan melalui 
seleksi. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit melalui tahapan: 
a.seleksi administrasi; 
b.UKK; dan 
c. wawaricara akhir. 

(4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM. 

(5) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan 
paling banyak 5 (Iima) orang. 

(6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimak.sud 
pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan 
efektivi.tas pengurusan Perumda. 

(7) Direkrur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (5). 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan 
Direksi sebagaimana di.maksud pada ayat (2) dtatur dalam 
Peraturan WaliKota. 

Bagian .Keempat 

Direksi 



Pasal 25 
(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 

5 (lima) tahun dan dapat diangkat ketnbali untuk 1 (satu) 
kali masajabatan, kecuali: 
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

Pasal 24 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud dala.m. Pasal 23, calon anggota Direkei harus 
memenuhi persyaratan: 
a. sehat jasma.rri dan rohani; 
b. memiliki kcahlian , integritas, kepetnimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang bai.k, dan dedikasi yang tinggi urituk 

memajukan dan mengembangkan -perusahaan; 
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
d. memahami manaje:men perusahaan yang berkaitan 

dengan salahsatu fungsi manajemen; 
e. merniliki pengetahuan yang mem.adai di bidang usaha 

perusahaan; 
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 
g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di 

bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan 
per.nab mem.im.pin tim ; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga p'uhrh lima) tahun dan 
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat 
mendaftar pertama kali; 

i. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 
badan usaba yang dipimpin dinyatakan pailit; 

j. tidak pernah difruk'um karena melakukan tindak pidana 
yang merugikari keuangan negara a.tau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
I. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala 

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon 
anggota legislatiI. 



b. dalam bal anggot.a Direksi memiliki keahlian khusus 
dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat cliangkat 
unruk masajabatan yang ketiga. 

(2) Keahlian khusus dan prcstasi yang sangat baik 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

sedikit memenubi kriteria: 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis 

.serta rencana kerja dan anggaran BUMD; 
b. opi.ni audit atas laporan keuangan perusahaan minimal 

Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 
berturut-tw·ut di akhir periode kepemimpinan; 

c. seluruh basil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 
100% (seratus persen) sela.ma 2 (dua) periode 
.kepemimpinan , 

(3) Jabatan anggota Direksi bera.khir jika: 
a. meninggal dunia; 
b, masa jabatannya berakhir; dan/ atau 
c. diberhentika.n sewaktu-waktu , 

(4) Dalam hal Jabatan anggota Direksi bera.khir karena 
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dirnakaud 
pada ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib 
disertai alasan pem berhentian. 

(5) PemherhentJan anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilak.ukan jika berdasarkan data dan 
informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota 
Direksi yang bersangkutan: 
a. tidal< dapat me1aksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perarurari per-urrdarig- 

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecuranganyang 

mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, 
dan/atau Daerah; 



(5) Laporan pengurusan tugas akhir m aaa jabatan anggota 
Direkai yang berakhir masa jabatarmya dilaksanakan 
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit 
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan 

kepada KPM. 

(1) Dalam hal jabatan anggota Dircksi berakhir karena 
masa jabatannya bera.khir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (3) huruf b, anggota Direksi wajib 
menyampaikan laporan penguruean rugas akhir masa 
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakh.ir 
masa jabatannya. 

(2) Anggota Direksi sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) wajib 
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang 
belum dilaporkari paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
beralchtr masajabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan 
Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi 
atas kinerja Direkai kepada KPM. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta 
perulaian dan rekomendasi sebagaimana dtmaksud pada 
ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk 

mernperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. 

Pa.sal 26 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang 

telahmempunyai kekuatan hukwn tetap; 

e. mengun.durkan diri; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 
Direksi sesuru dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan / atau 

g. tidak terpilih Iagi dalam hal adanya peru bahan 
kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, 
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda. 

(6) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM. 



Pasal 29 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 

Direksi, pelaksanaan rugas pengurusan Perurnda Air 

Minum Tirta Anoa Kota Kendari dilaksanakan oleh Dewan 
Pengawas. 

(21 Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal 
Peru.mda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk 
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan 

Pasal 28 
(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM. 
f2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (!)paling banyak terdiri atas: 
a.gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d.tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Ketentuan lebib Ianjut mengenai penghasilan anggota 
Direksidiatur dalam Peraturan Wali Kota. 

Pasal 27 

(1) Anggota Direksi dilarang mcmangku jabatan rangkap 
sebagai: 
a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik 

negara,dan badan usaha rnflik swasta; 
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan. peraturan 

perundang-undangan; dan / atau 
c. Jabatan lain yang dapat merumb'ulkan konllik 

kepentingan. 
{2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi admiriietratif 
berupa diberhentikan sewaktu-wakru dari jabatan 
sebagai anggota Direksi. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) 
hari kerja sejak yang bersangkutan diarigkat memangku 
jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang 
bersangkutan sebagai anggota Direksi d.i:nyatakan 
berakhir. 



Perumda Air Min um Trrta Anoa Kota Kendari. 
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum T.irta 
Anoa Kota Kendari yaitu: 
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempuriyai 

benturankepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta 
Anoa Kota Kendari; 

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi 
mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda 
Air M:inum Tirta Anoa Kota Kendari; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh 
anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempuriyai 
benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta 
Anoa Kota Kendari. 

mempunyai 
kepentingan 

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari jika: 
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air 

Minum Tirta Anoa Kota Kendari dengan anggota Direks! 
yang bersangkutan; dan./atau 

b. anggota Direksi yang bersangkutan 
kepentingan yang bertentangan dengan 

Pasal 30 

(4) KPlVI dapat menunJuk pejabat dari internal Perumda Air 

Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk membantu 
pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minwn Tirta 

Anoa Kota Kendari sarnpai dengan penga:ngkatan anggota 
Dewan Pengawas dan anggota D:ixeksi definitif paling lama 
6 (enam) bulan. 

pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatari seluruh anggota 

Direk.si dan seluruh anggota Dewan Pengawas, penguruean 
Perumda Air Minum 1'irta Anoa Kota Kendari dilaksanakan 
oleh KPM. 



Pasal 34 

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai 
dengan beban pekerjaan, t.anggungjawab, dan kinerja. 

[2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan 
anggaran Perumda Arr Minum Tirta Anoa Kota Kendari. 

Pasal 33 
Pemberhentian pegawai sebagaimana dimakaud dalam 
Pasal 31dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja. 

Pasal 32 
[I] Pengangkatan pegawai sebagaim.ana dimalcsud dalam 

Pasal 31 didasarkan pada alokasi kebutuban pegawai 
dengan memperhatikan rasio pegawai terhadap pelanggan 
dan persentasealokasi anggaran beJanja pegawai. 

(2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Perumda Arr 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari. 

(3) Pengangkatan pegawai sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui proses seleksi dengan melibatkan 
Organisasi yang membidangi pembinaan BUMD. 

(4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan olch tim seleksi. 
(5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk 

oleh Direkai atas persetujuan KPM. 

peraturan 
mengenai 

ketentuan 
mengatur 

dengan. 
yang 

perjanjian kerja sesuai 
perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari 
merupakan pekerja yang pengarigkatari, pemberhentian, 
'kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan 

BAB VII 

PEGAWAl 

Pasal 31 



BABVffT 

PENGGUNAAN LABA 
Pasal 39 

(1) Penggunaan Jaba PerUmda Air Mirrurn Tirta Anoa Kota 
Kendari digunakan untuk: 

a. pemenuhan dana cadangan; 
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas 

pelayanan umu.m, pelayanan dasar, dan usaha 
perintisan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari; 

Pasal 38 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum 
Tirta Anoa Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 37 

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari d.ilarang 
menjadi pengurus partai politik. 

Pasal 36 
Dalam rangka peningkatan kompeten si pegawai, Perumda Air 

Minum Tirta Anoa Kota Kendari melaksanakan program 
peningkatan kapasitas sumber daya manu.sia. 

peraturan perundang-undangan. 
Jainnya sesuai dengan ketentuan dan jaminan sosial 

Pasal 35 

Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari wajib 
mengikutsertakan pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 pada programjaminan kesehatan, jaminan hari tua, 

(3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d.jasa produksi atau insentif pekerjaan. 



Pasal 40 

(11 Perumda Afr Minum Tirta Anoa Kota Kcndari wajib 
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun 
buku untuk dana cadaugan. 

(2) Penyisiban laba bersih sebagaimana dimaksud pada a:yat 
(1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan 
mencapai paling sedi.kit 20% (dua puluh persen) dari 
modal Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari mempunyai saldo laba 
yang positif. 

(4) Dana cadarigan sampai dcngan jumlah 20°/o (dua puluh 
persen) dari modal Perumda. Air Mirrurn Tirta Anoa Kota 
Kendari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian 
Peru.mda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. 

(5) Apabila dana cadangan telah melebilii jumlah 20o/o (dua 
puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan 
dari dana cadangan tersebut digunakan untuk 
keperluan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kata Kendari. 

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk peningkatan 
kuantitas, kualitas, dan kontinu-itas pelayanan umurn, 
pelayanan dasar, dan usaha perinti:san Perumda Air 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari setelah dana cadangan. 
dipenuhi. 

(3) Besa.ran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari ditetapkan setiap tahun oleh KPM. 

c. dividen yang menjadi hak Daerah; 

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; 
e. bonus untuk pegawai; dan/atau 
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



BABIX 

PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pelaporan Dewan Pengawas 

Pasal 44 
(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri darl laporan triwulan dan 

laporan tahunan. 

Pasal 43 
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku 

menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup 
dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam 
pembukuan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari dan 
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat 
terse but belum eeluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 42 

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus 
untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(1) huruf d dan huruf e paling tinggi 5°/o (lima persen) dari 
laba bersih setelahdikurangi untuk dana cadangan. 

(2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dbnaksud 
pada ayat yang dikaitlcan dengan kin.erja Perumda Air 
Minum Tirta Anoa Kota Kendari, dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya. 

Pasal 41 

Dividen yang meajadi hak Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan penerimaan 
Daerah setelah disabkan oleh KPM. 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana 
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang 
baik dengan memperbatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7j Laba yang diperoleh dari pengelolaari dana cadangan 
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. 



Bagian Kedua 
Pelaporan Direksi 

Pasal 45 

(l) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, Iaporan 
triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporari bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terd.iri atas laporan kegiatan 
operasional dan laporan keuangan yang disampaikan 
kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
terdiri atas laporan keuangan yang telah d.iauclit dan 
laporan manajemen yang ditandatangani bersa.rna Direksi 
dan DewanPengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimarra 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada 
KPM. 

menandatangani laporan tahunan sebagaimana dirnalcsud 
pada ayat (4) b.arus disebutkan alasannya secara tertulis. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyarnpaian 
dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas 
diarur dalam Peraturan Wali Kata dengan berpedoman 
pada Peraturan Pe.rundang-undangan. 

tidak Pengawas Dewan terdapat hal [6) Dalam 

(Z) Laporan triwulari dan laporan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pe.lirrg sedikit terdiri dari laporan 

pengawasan yangclisampaikan kepada KPM. 
(3) Laporan triwulan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hart kerja 
setclah akhir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 

d.isampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) bari 
kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta 
Anoa Kota Kendari ditutup. 

[SJ Laporan tabunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disahkan oleh KPM. 



Bagian Ketiga 
Laporan Tahunan 

Pasal 46 
(l) Laporan tahunan paling sed.i.ki.t memuat: 

a. laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Min.um Tirta 

AnoaKota Kendari; 
c. laporan pela.ksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan; 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku 

yang mempengarubi kegiatan usaha Perumda Air 

Minum Tirta Anoa Kota Kendari; 
e. laporan. mengenai tugas pengawasan. yang telah 

dilaksana.ka.n oleh Dewan Pengawas selama tahun 
buku yang baru lampau; 

f. nama anggota Direkai da.n anggota Dewan Pengawas; 
dan 

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Pengawasuntuk tahun yang baru lampau. 

(5) Lapora.n tahunan sebagaimana dima.ksud pada ayat (4) 
disahkan oleh KPM paling lambat dalam. waktu 30 (tiga 
puluh) had kerja setelah diterima. 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada 
masyarakat paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja setelah 
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disahkan oleh KPM. 

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani 
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus disebutkan alasannya secara tertulis. 
(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaika.n kepada Wali Kota. 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian 

dan publikasi Iaporari tahunan. Direksi diatur dalam 
Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan 
Perundang-undangan. 



Pasal 48 
(!) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anoa 

Kota Kendari dilakuka.n untuk menegakkan tata kelola, 
perusahaan yang baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimaria dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, 
dan / atau komite lainnya. 

(4) Pengawasan eksternal sebagairoana dimaksud pada ayat 
(2) d+lak uk.an oleh Pemerintah Daerah; 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 47 
(11 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap 

pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. 
(2) Pembinaan sebagairoa.na dim.aksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan 

fungsipembinaan teknis BUMD; dan 
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang mclaksanakan 

fungsipengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. 

(2) Laporan keuangan sebagairoana dim.aksud pada ayat (1) 
huruf a paling sedikit memuat: 
a. neraca akh:ir tahun buku yang baru lampau dalam 

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba r ugi dari tahun buku yang bersangkutan.; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
c. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Kelentuan lebih lanjut mengen.ai laporan tahunan 
sebagairoana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Wali Kota denga.n berpedoman pada peratur'an 
perunda.ng-undangan. 



Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Peruaahaari Daerah Air Minum 1'irta Anoa Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Ken.dari Tahun 2010 Nomor 3) 
dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku. 

Pasal 52 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua 
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 
Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2010 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

BAB Xll 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

(2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang 
telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daeral1 ini 
tetap berlaku sampai dengan berakbimya periodesasi masa 
jabatan di.m.aksud. 

(1) Semua hak, kewajiban, aset, organ dan pegawai, serta 
permodalan Perusahean Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Anoa 
Kota Kendari .. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN' 

Pasal 50 

Pasal 49 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiriaan dan 
pengawasan sebagaimana di.m.aksud dalam Pasal 47 dan 
Pasal 48 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan 
berpedoman pad a peraturan perundang- undangan. 

pengawasan. 

fungsi melaksanakan yang Daerah Pemerintah 

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada 



Diundangkan di Kendari 

~~,!,ian!s;' ggal, 2 2- - S - 2023 
IS DAERAH K01'A KENDARI, 

Ditetapkan di Kendari 

4 

dalam. Lem barari Daerah Kota Kendari. 

mengetahuinya, memerinta.hk:an 
daerah Ini dengan penempat:ann.ya pengundangan peraruran 

orang setiap Agar 

Pasal 53 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
druridangkan. 



I. UMUM 
Dalam rangka menggerakkan roda kehidupan serra 

per_Putaran ekonomi di Kota Keridari, Pernerintah Daerah 
memberikan pelayanan air minum kcpada masyarakat 
demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata 
di segala bidang. Guna mewujudkan hal tersebut 
Pemerintah Daerah Kota Kendari kemuclian menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendarl. 
Keberadaan peraturan daerah ini memberikan kepastian 
hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam 
melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat. 
disamping itu, perarurari daerah irri juga menjadi dasar 
bagi pemerintah daerah untuk menambah sumber 
pendapatan asli daerah (PJU>) melalui tarif yang 
ditetapkan sebagai biaya penggunaan air, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

seiring dengan perkembangan hukum yang terjacli, 
dengan diundangkannya Undang-Undang Nornor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir d.engan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerirrtahan Daerah telah 
mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah 
ten tang Badan U saha Milik Daerah. Berdasarkan hal 
tersebut, dibentuklah Per-attaran Pemertntah Nornor 54 
Tahun 2017 tentang Badan 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR I TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA ANOAKOTA KENDARI 



tentang Perusabaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota 
Keridari. Bebcrapa penyernpurrraan dilakukan dengan 
menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 '7 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah serta kondisi yang ada, diantaranya : 
a. status badan hukum; 
b. nama perusahaan; 
c. kegiatan usaha; 
d. masa jabatan direksi; 
e. organ perusahaan; 
f. pengangkatan direksi; 
g. pegawai; dan 
h. penggurraan laba perusahaan umum daerah 

status badan hukum 
perusahaan umum 

sehingga perlu dilaku,kan perubahan 
dari perusahaan daerah menjadi 
daerah. 

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan 
dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa semua 
perusahaan daerah yang modal kepemilikannya dikuasai 
oleh satu daerah diubah status hukumnya menjadi 
perusahaan umum daerah sehingga hal tersebut turut 
berdampak pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Anoa Kota Kendari, yang semula berstatus perusahaan 
daerah kerrrudian akan .diubah menjadi perusahaan umum 
daerah. Banyak permasalahan yang dialami oleh 
Perusahaan Daerah Air Minum 'firta Anoa Kota Kendari 
yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan karena 
terkendala dengan perubahan status badan hukum 

Usaha Milik Daerah yang memberikan implikasi pada 

semua perarurari perundang-undangan berada di bawah 

Peraruran Pemerintah terse but unduk dilakukan 

penyesuaian. 



II. PASAL DEMI PASAL 
Pasa1 l 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cuku.p jela s. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Oulcup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
PasaJ 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 

Berdasarkan pertimbangan terse but, guna 

terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan 

perundang- undanga.n maka dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari. 



hurufb 
Cukup 

jelas. huruf c 
Cukup 

j.elas. huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup j elas , 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

huruf a 
Yang dimaksud dengan "anggota Dewan 
Pengawas BUMD lain" adalah anggota 
Dewan Pengawas pada BUME> selain 
Perumda AiF Minum TiFta Anoa Kot-a 
Kendari. 

Pasal 15 
Ayat (l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2} 

Cukup j.elas. 



Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jolas. 
Pasal 37 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 



Huruf' b 
Cu.kup jelas. 

:J-Iyrµf c 
Yang dimaksud dengan "dividcri yang menjadi 
hak daerah" ya.itu laba 'beraih Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota 
Kendari setelah dikurangi -pajak yang telah 
disahkan oleh KPM disetor sebagai divid.en. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "taritiem" keuntungan 
perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Anoa Kota Kendari yang dihadiahkan kepada 
direksi dan komisaris berdasarkan persentase 
atau jumlah tertentu dari [aba beraih yang 

ditentukan. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Qµ}cup j~J~s. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasat 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 
NOMOR ~I 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA TENTANG PERUSAHAAN Ul',,1UM DAERAH TIRTA ANOA KOTA 
KENDARI NOMOR: (1/8/2023). 

Pasa1 45 
Cukup jelas. 

Pasa1 46 

Cukup jelas. 
Pasa1 47 

Cukup jetas. 
Pasa1 48 

Cukup jelas. 
Pasa1 49 

Cukup jelas. 
Pasa1 50 

Cukup jelas. 
Pasa1 51 

Cukup jelas. 
Pasa1 52 

Cukup jelas. 
Pasa1 53 

Cukup jelas. 



A. Keterangan Bentuk Lambang 
1. Lambang yang dikelilingi tulisan "PERUMDA AIR 

MJNUM 
KOTA KENDARI" membentuk lingkaran. 

2. Pada bagian tengah lingkaran tulisan terlukis 
perpaduan yang terd rri atas simbol tetes air 
hertumpu pada lima riak gelombang air yang 
berada diatas kata "Tirta Anoa". 

3. Dua Tetes air kiri-kanan yang bertumpu pada 
tulisan "KOTA KENDARI" menopang tuli.san 
"PERUMDA ATR MTNUM". 

4. Di dalatn lingkaran tulisan terdapat kata 
akronim:"Anoa". 

LAMBANG DAN ART! LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
AIR MTNUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI 

LAMP IRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA 

KENDARINOMOR 1'AHUN 
TENT ANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
AIRMINUM TIRTA ANOA KOTA 

KENDARI 



yang utuh dan ikhlas bagaikan diameter pipa yang 
menghantar air minum ke konsumen. 

2. PERUMDA adalah singkatan dari Perusahaan 
Umum Daerah. 

3. Tirta adalah berasal dari kata sansekerta yang berarti 
Air. 

4. Anoa adalah akronim dad kumpulan kalimat yang 
mengandung arti untuk membangun spirit 
pelayanan air m:inum dan secara simbolis 
merupakan binatang langka yang dilindungi dan 
berasal dari daratan Sulawesi Tenggara. 

5. Tirta Anoa mengandung arti stmbolis bahwa air 
minum yang didistribusikan berasal dari bumi 
tempat berasalnya binatang langka yang dilindun.gi 
yaitu Anoa. 

6. Anoa adalah akronim dari : "A" Abdi air minum 
Kota Kendari, "N" Nikmatnya sebagai pemegang 
amanah, "O" Olah diri untuk pelayanan, dan "A" 
Agar masyarakat terlayani secara prima. 

satu kesatuan yang 
bermakna sebagai tekad 

KENDARl" merupakan 
membentuk lingkaran 

B. Keterangan Warna Lam.bang 

l. Dasar Lambang berwarna transparan. 

2. Lingkar an Tulisan terdiri dari "PERUMDA AIR 

MlNUM" berwarna biru muda, "Tirt.a Anoa" 
berwarna biru tua clan "KOTA KENDARI" berwarna 
merah. 

3. Tetes Air berwarna biru tua. 
4. Lima riak gelombang air masing-masing dua riak 

gelombang air berwarna hijau dan tiga riak 
gelombang air berwarna biru muda. 

c. Keterangan Makna Lambang 
1. Lingkaran tulisan "PERUMDA AIR MJNUM KOTA 



A KENDARl, N~~?s~,,~~~~?'~1~P 
1 f\5\' rmt\(o 1- O>t11'l> 
2 \(Cl,VOII\. [;;1<112IJ.ryi; 0 

3 ~ ~ \,c;." H Ll\< '-' "1 <: 
4 

. 

7. Tulisan "KOTA KENDARI" yang menopang tulisan 

"PERUMDA AIR :MlN UM" merupakan simbol dari 
kedudukan hukum climana PERUMDA AIR MTNUM 
adalah milik Pemetintah Kota Kendari dan 
sebagai operator pelayanan air diwilayah 
adm.inistrasinya dan sekitarnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Tetes Air adalah simbol d:imana semua sumber 
kehidupan berasal dari air yang merupakan kodrat 
makhluk hidup di bumi dan mengandung nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 

9. Lima Riak Gelombang Air merupakan simbol nilai 
Pancasila yang harus terpatri dalam. pengabdian 
pelayanan air mirrum. 

10. Dua riak gelombang berwarna hijau sebagai simbol 
bahwa perusahaan rurut menjaga pelestarian 
Jingkungan ditempat sumber air yang digunakan. 

11. Tiga riak gelombang berwarna biru muda sebagai 
sim.bol bahwa pelayanan air minum merupakan 
salah satukontribusi untuk kesehata.n masyarakat. 
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